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Kata Sambutan

Buku ini memuat tentang proses pengelolaan, capaian dan pembelajaran lapangan  

Kampung KB. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 

kerjasama yang baik antar lintas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan baik 

di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan desa, sehingga dampak program 

pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Besar harapan kami 

dengan mencermati isi buku, dapat memperkuat komitmen kita untuk terus 

menghadirkan diri bagi masyarakat di level desa. 

Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku ini, saya sampaikan 
terima kasih dan penghargaan. Jerih payah dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah 
bagian dari upaya bersama untuk Indonesia Sejahtera. 

Kepala BKKBN,

dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Kampung KB merupakan upaya bersama pemerintah 
dengan masyarakat dalam rangka upaya pelaksanaan 
nawacita pemerintah yang diawali dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan (cita ke-3) untuk meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia (cita ke-5) dengan melakukan 
revolusi karakter bangsa melalui pendekatan keluarga (cita 
ke-8). Dengan memperhatikan hal tersebut maka, saya 
sangat mengapresiasi atas segala upaya yang telah 
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh 
stakeholder dalam mendukung keberadaan Kampung KB 
seperti yang terekam dalam website Kampung KB selama 
tahun 2019.  
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kampungkb.bkkbn.go.id yang di unduh pada tanggal 19 Desember 2019. 
Memuat tentang catatan pengelolaan Kampung KB, perkembangan 
Kampung KB, serta pembelajaran dari lapangan dari provinsi-provinsi yang 
diamati cukup baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan 
ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai salah 
satu bahan rujukan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan 
Kampung KB.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta 
meridhai niat dan usaha kita bersama. 

Plt. Deputi Bidang Advokasi,

Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. M. Yani, M.Kes., PKK
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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan kemudahan kepada kita untuk 
menyelesaikan buku KAMPUNG KB SEBAGAI WUJUD 
KEHADIRAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN 
KUALITAS HIDUP MASYARAKAT sebagai laporan 
perkembangan Kampung KB tahun 2019. 

Buku ini disusun berdasarkan histori pengelolaan 
Kampung KB dan data laporan online pada website 



Kampung KB diluncurkan pada tahun 2016 sebagai komitmen 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di 
tingkat desa dan kelurahan melalui program pembangunan 
multi sektor yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga 
dan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk 
regulasi pemerintah pusat, daerah bahkan sampai pemerintah 
desa/kelurahan yang mengatur operasional dan pembangunan 
di Kampung KB. Pasca empat tahun pelaksanaan, banyak 
manfaat yang telah dirasakan masyarakat, diantaranya adalah 
kemudahan untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah, 
pembangunan fisik di desa dan kelurahan serta berbagai 
kegiatan untuk pembangunan kualitas SDM yang masih terus 
berproses sampai dengan sekarang. 

Untuk melihat prosesnya, maka buku ini disusun dalam rangka 
menginformasikan proses pengelolaan yang telah dilaksanakan, 
implementasi kebijakan pemerintah dan pertanggungan jawab 
pihak swasta, serta capaian dan manfaat yang diperoleh dari 
Kampung KB.  

BAB I PENDAHULUAN

Kampung KB Tulip, Kota Cilegon

Latar Belakang
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A. Tujuan Laporan

1) Melaporkan perkembangan pengelolaan Kampung KB;

2) Mendeskripsikan capaian Kampung KB;

3) Menginformasikan pembelajaran yang diperoleh dari lapangan.

B. Sasaran Laporan

1) Internal BKKBN

2) Mitra terkait

C. Ruang Lingkup Laporan

1) Laporan pengelolaan Kampung KB

2) Laporan jumlah dan sebaran Kampung KB

3) Laporan capaian Program KKBPK

4) Pembelajaran pengelolaan Kampung KB

Kampung KB merupakan model percepatan pembangunan, bagi 
daerah yang memiliki kerentanan kualitas penduduk sebagai akibat 
dari kompleksitas permasalahan situasional di masing-masing 
daerah. Sebagai Program Perioritas Nasional tahun 2016 sampai 
dengan 2018, Kampung KB dibawah koordinasi Kemenko Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan didukung penuh oleh 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, 
serta Sekretariat Kabinet dinilai telah cukup berhasil menghadirkan 
sinergitas pemerintah untuk melakukan pembangunan multisektor 
dalam rangka peningkatan kualitas penduduk di tingkat desa atau 
setara dengan pendekatan pembangunan keluarga. 

Sebagai pengemban amanat pelaksana pengelola Kampung KB di 
tingkat nasional, BKKBN beserta koordinator dan pendukung lainnya 
terus mengupayakan pengembangan pengelolaan Kampung KB dari 
sisi kebijakan hingga strategi pelaksanaan.    

Evaluasi Kampung KB, BPKP, Des 2018 

BAB II
PENGELOLAAN KAMPUNG KB
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Amanat Presiden RI, Joko Widodo yang disampaikan tanggal 29 September 
2015 agar BKKBN dapat menyusun suatu kegiatan/program percepatan 
peningkatan kualitas manusia melalui Pembangunan Bidang Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yang terintegrasi dengan program 
pembangunan lainnya. Merespon cepat amanat tersebut, dibawah koordinasi 
Kemenko PMK, BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 
Surat Edaran pembentukan Kampung KB. 

A. Penataan Kebijakan Kampung KB

Pencanangan Kampung KB di Desa Mertasinga, Dusun Jenawi, Jawa Barat

Joko Widodo 
Presiden Republik Indonesia

Selanjutnya pada 14 Januari 2016 BKKBN melakukan peluncuran 
perdana Kampung KB yang dihadiri oleh Presiden RI, Menko PMK, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri kesehatan, serta jajaran Pimpinan 
Daerah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan 
pembentukan Kampung KB di 514 kabupaten dan kota.
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Pasca pencanangan, secara bertahap BKKBN melakukan 
penataan kebijakan dengan membuat pedoman dan 
panduan pengelolaan. Diawali tahap penyusunan peta jalan 
pembentukan Kampung KB sampai pada pedoman 
pengelolaan Kampung KB bagi tenaga lini lapangan. Tidak 
hanya diberikan dalam bentuk pedoman pengelolaan, 
secara bertingkat juga diberikan pelatihan dan sosialisasi 
melalui berbagai media  pengelolaan Kampung KB. 
Tahun2017 diberikan pelatihan konsep dasar, tahun 2018 
workshop pengelolaan dan 2019 pelatihan  secara 
berjenjang.    

B. Dukungan Regulasi dan Anggaran
Koordinasi dan upaya penerbitan regulasi untuk dukungan 
Kampung KB terus dilaksanakan dari tahun 2016. Komitmen 
yang sangat besar diberikan oleh Kemendagri dan Kemendes 
melalui regulasi untuk dukungan Kampung KB dari anggaran 
belanja daerah dan desa. Berikut regulasi-regulasi yang telah 
diterbitkan: 
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Tidak hanya melalui dua 
kementerian tersebut di atas, BKKBN 
beserta Bappenas dan Kementrian 
Keuangan mengupayakan Biaya 
Operasional Bidang Keluarga 
Berencana (BOKB), salah satunya 
operasional Kampung KB sejak tahun 
2017 sampai dengan saat ini.

2017
102 Juta

2018

• 100 Juta,

• 125 Juta

• 150 Juta

2019

• 95 Juta
• 105 Juta
• 115 Juta 

ditambah 5% 
untuk 
Kampung KB 
termasuk 
Stunting

2020

100 Juta
110 juta
115 juta

109



C. Membina Kemitraan
Kampung KB lahir berkat perhatian Presiden RI, Joko 
Widodo  terhadap  isu kualitas kependudukan pada tahun 
2015, bicara rendahnya kualitas penduduk tentu tidak 
dapat dipisahkan dari program BKKBN yang prioritas 
utamanya adalah pengendalian kuantitas penduduk dan 
pembangunan keluarga. Banyaknya penduduk secara tidak 
langsung akan membatasi kemampuan keluarga dan 
negara dalam pemberian pelayanan dasar. 

Menyadari bahwa tugas peningkatan kualitas ini tidak 
mungkin dilaksanakan oleh satu instansi, maka kemitraan 
menjadi kunci dalam pelaksanaan dan pengelolaan 
Kampung KB. Diawali pada peluncuran perdana telah 
bermitra dengan pemerintahan (eksekutif), dalam proses 
kegiatan juga melibatkan pihak swasta, serta lembaga 
legislatif.  

Pada awal program, tidak mudah meyakinkan berbagai 
pihak untuk terlibat langsung di Kampung KB. Salah satu 
langkah yang dilakukan saat itu adalah membentuk Pokja 
Kampung KB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pokja 
ini beranggotakan Perwakilan BKKBN, OPDKB, Pemerintah 
Daerah, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, dan dinas 
lain yang dianggap stategis. Kemudian pada tahun 2018 
Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, kabupaten dan kota 
di latih oleh tim advokasi dengan menggunakan BKKBN 
Smart. Pokja ini merupakan forum komunikasi di tingkat 
provinsi, kabupaten dan kota yang akan menjembatani 
kebutuhan di masing-masing kampung dengan lintas sector 
di tingkat kab/kota. 1211



D. Penetapan Kampung KB Percontohan

Memasuki tahun ketiga, pedoman, sosialisasi serta pelatihan telah 
diberikan, namun masih banyak yang membutuhkan contoh 
langsung, maka pada tahun 2018 Direktorat Bina Lini Lapangan 
mengambil inisiatif untuk mengkondisikan masing-masing provinsi 
memiliki satu Kampung KB Percontohan. Kemudian ditindaklanjuti 
pada tahun 2019 menunjuk satu Kampung KB di tingkat kabupaten 
dan kota sebagai Kampung KB Percontohan. Kampung KB 
percontohan diharapkan dapat menginspirasi bagi yang lainnya 
baik ketika mereka berkunjung langsung, maupun menjelajah 
melalui website Kampung KB. 

E. Pencatatan dan Pelaporan
Berawal dari pencatatan dan pelaporan secara manual, kemudian 
tahun 2018 beralih menggunakan website dengan 
mempertimbangkan kecepatan, keakuratan dan kemudahan proses 
monitoring perkembangan Kampung KB. Kemudian pada 
perkembangannya website juga difungsikan sebagai media sosial 
dan promosi bagi Kampung KB terhadap kegiatan dan produk 
unggulan yang mereka miliki.

Website Kampung KB diakhir tahun 2019 mengalami pengembangan, 
dalam website versi 2.0 ini lebih menarik karena dapat 
menghubungkan video kegiatan, mencantumkan 10 Kampung KB 
terpilih yang diseleksi per bulan oleh website dengan indikator
Dibuatkan bullets yang menarik
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KEGIATAN TERBANYAK
SELAMA SEBULAN

Memilih Kampung KB 
dengan melihat melalui 

kegiatan yang paling 
banyak dilakukan selama 

sebulan

4

UPDATING PROFIL

Melakukan Updating data 
Profil (jika ada 

perubahan)

MENGISI LAPORAN 
PERKEMBANGAN 

PROGRAM
Setiap Kampung KB 
diwajibkan mengisi 

Laporan Perkembangan 
Program.

2 3

UPDATING PENDUDUK

Melakukan Updating data 
kependudukan (jika ada 

perubahan)



Pengelola/admin di setiap tingkatan dapat mencetak daftar 
Kampung KB wilayah binaannya, serta mencetak profil masing-
masing Kampung KB. Dengan website, siapapun dapat melihat dan 
memantau perkembangan Kampung KB, tanpa menggunakan 
username dan password.   

F. Pembinaan dan Monitoring
Pembinaan dan monitoring seyogyanya dilakukan secara periodik 
oleh pengelola di setiap tingkatannya dapat melibatkan lintas sektor 
yang terlibat. Hasil pengamatan dijadikan dasar pengembangan 
Kampung KB. 

Monitoring dapat berupa kunjungan lapang maupun desk review 
data perkembangan Kampung KB via website. Pada tahun 2019 
dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Kemenko PMK, 
Bappenas, Sekretariat Kabinet serta Kemendagri, telah  melakukan 
monitoring dan evaluasi Kampung KB Percontohan untuk 
memperoleh rekomendasi  nasional. Berdasarkan monitoring dan 
evaluasi terpilih empat Kampung KB sebagai berikut: 
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1. Kampung KB Gadis
Keunggulan Kampung KB ini adalah kemandirian masyarakat yang 
terfasilitasi cukup baik oleh Penyuluh KB untuk menemukan dan 
menyadari masalah, kemudian bergerak menyelesaikannya dengan 
memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki. 

2. Kampung KB Jambewangi
Keunggulan Kampung KB ini adalah pembinaan dan fasilitasi dari 
pemerintah daerah dan pengelola program dengan memberikan 
stimulan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfatan 
segala potensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan 
percepatan pembangunan wilayah dimulai dari desa. 

3. Kampung KB Penarungan
Keunggulan Kampung KB ini adalah 
Perbekel (Kepala Desa) menyadari bahwa 
program Kampung KB akan mempercepat 
pembangunan desa, sehingga pengelolaan 
Kampung KB diarahkan untuk pencapaian 
visi dan misi desa. Kelompok Kerja 
Kampung KB dibawah kepemimpinan 
Kepala Desa mampu mengoptimalkan 
dukungan Pemerintah Daerah dan lintas 
sektor untuk mengalokasikan Program dan 
Anggaran. Penarungan saat ini menjadi 
destinasi wisata desa dengan 
memberdayakan masyarakat terutama 
remaja sebagai pengelola. 

4. Kampung KB Waru
Keunggulan kampung KB ini adalah mengelola kampung dengan 
keterbatasan SDM yaitu ketiadaan Penyuluh KB dengan cara 
memanfaatkan segala potensi yang ada dengan dukungan penuh dari 
pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan pemerintah desa melalui 
pembinaan IMP secara berjenjang dan periodik.

Wujud nyata keberhasilan yang diperoleh 
Jambewangi adalah perubahan kondisi 
desa yang semula termasuk kategori desa
tertinggal, melalui integrasi program 
pembangunan di Kampung KB kini mulai 
berdaya, mandiri pangan dan menjadi 
distinasi wisata baru melalui pengelolan 
hutan. 
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Selain pemilihan Kampung KB Percontohan rekomendasi nasional, 
pada tahun 2019 juga dilaksanakan bentuk evaluasi dan pembinaan 
dengan topik yang berbeda yaitu:

1) Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan 
Melakukan berbagai kegiatan yang menuntut partisipasi 
masyarakat dalam kesatuan gerak PKK-KKBPK-Kesehatan untuk 
meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Berdasarkan evaluasi 
terpilih 12 Kampung KB di 6 kabupaten dan 6 kota, sebagai berikut:

No 
Urut

Kampung KB Desa/Kel Kecamatan Kab/Kota Provinsi

1 Kembangan Utara Kel. Kembangan 

Utara

Kembangan Kota Jakarta 

Barat

DKI Jakarta

2 Keberkahan 

Bersama

Kel. Laksamana Dumai Kota Kota Dumai Riau

3 Teluk Dalam Kel. Teluk Dalam Banjarmasin 

Tengah

Kota 

Banjarmasin

Kalimantan 

Selatan

4 Sari Rejo Kel. Sari Rejo Medan Polonia Kota Medan Sumatra Utara

5 RW01 Kel. 

Pringgokusuman

Kel. 

Pringgokusuman

Gedongtengen Kota Yogyakarta DI. Yogyakarta

6 Talumolo Kel. Talumolo Dumbo Raya Kota Gorontalo Gorontalo

1 Bogorejo Bogorejo Gedong Tataan Pesawaran Lampung

2 Banowati Permai Majalangu Watukumpul Pemalang Jawa Tengah

3 Pasirreungit Pasirreungit Paseh Sumedang Jawa Barat

4 Tanah Mas Tanah Mas Baamang Kotawaringin 

Timur

Kalimantan 

Tengah

5 Sehati Nagari Guguak Koto VII Sijunjung Sumatera Barat

6 Dalung Dalung Kuta Utara Badung Bali

2) Semarak Kemerdekaan RI

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, dilaksanakan 

seleksi Kampung KB menurut kegiatan semarak kemerdekaan. 

Berdasarkan seleksi Kampung KB yang telah diajukan provinsi dan 

dipantau melalui website kampung kb, maka terpilih 10 Kampung 

KB, yaitu:

No 

Urut

Kampung KB Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi

1 Rawa Buaya Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta

2 Berkah 

Bersama

Air Dingin Bukit Raya Pekan Baru Riau

3 Rambigundam Rambigundam Rambipuji Jember Jawa Timur

4 Maluang 

Sejati

Maluang Gunung 

Tabur 

Berau Kaltim

5 Limau Manis Limau Manis Kampar Kampar Riau

6 Cideng Cideng Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta

7 Pondok 

Lunang

Pondok 

Lunang

Air Dikit Miko-muko Bengkulu

8 Karang Anyar 

Bersatu

Karang Jati Balikpapang 

Tengah

Balikpapan Kalimantan 

Timur
9 Wasian Wasian Dimembe Minahasa 

Utara

Sulawesi 

Utara
10 Lebong 

Tambang

Lebong 

Tambang

Lebong Utara Lebong Bengkulu

2019



BAB III
PERKEMBANGAN KAMPUNG KB

Kepala BKKBN dan Masyarakat Kampung KB Udopi, Papua Barat

A. Jumlah dan Distribusi Kampung KB
Jumlah Kampung KB sampai dengan Desember 2019 sudah 

mencapai 15.441 Kampung KB yang sebar di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut telah melebihi target pembentukan 2016-2018 
sebanyak 14.401. Namun jika memperhatikan sebaran Kampung 
KB menurut target per provinsi, terdapat 12 provinsi yang belum 
mencapai target pembentukan yang ditandai dengan warna 
merah muda. Khusunya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari 15.441 Kampung KB, 946 Kampung KB beririsan dengan desa 
stunting. Hal tersebut menunjukan bahwa BKKBN mendukung 
program pengentasan stunting. Berikut irisan Kampung KB 
dengan desa stunting menurut provinsi:
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Tabel 1.

Irisan Kampung KB dengan Desa Stunting Di antara kegiatan yang ada di Kampung KB untuk mencegah dan 
mengentaskan stunting berupa pemahaman kepada keluarga yag 
memiliki anak balita terkait pola pengasuhan dan pola makan yang 
sehat untuk mencegah stunting bagi bayi, serta perencanaan 
pernikahan dan penundaan melahirkan muda yang diberikan dalam 
kegiatan poktan-poktan maupun dalam forum pertemuan dengan 
masyarakat.

Kampung KB yang semula berada pada tingkat dusun/ RW, 
namun pada tahun 2018 pada saat Rakernas BKKBN pada 
bulan Februari 2018 di Hotel Sahid, Pimpinan BKKBN 
mengarahkan agar Kampung KB berada di tingkat desa. 

2015-2017 2018 2019

1 Aceh 30 1 18 63.3

2 Sumatra Utara 50 8 20 56.0

3 Sumatra Barat 30 15 7 73.3

4 Riau 20 1 8 45.0

5 Jambi 20 2 10 60.0

6 Sumatra Selatan 20 2 9 55.0

7 Bengkulu 20 2 17 95.0

8 Lampung 40 4 35 97.5

9 Bangka Belitung 20 3 12 75.0

10 Kepulauan Riau 20 2 7 45.0

11 DKI Jakarta 6 3 2 83.3

12 Jawa Barat 140 48 42 1 65.0

13 Jawa Tengah 120 26 65 2 77.5

14 DI. Yogyakarta 20 7 11 90.0

15 Jawa Timur 120 10 96 88.3

16 Banten 20 10 10 100.0

17 Bali 20 3 15 90.0

18 Nusa Tenggara Barat 80 11 54 81.3

19 Nusa Tenggara Timur 213 32 44 35.7

20 Kalimantan Barat 30 10 20 100.0

21 Kalimantan Tengah 30 1 14 50.0

22 Kalimantan Selatan 20 2 12 70.0

23 Kalimantan Timur 20 2 17 95.0

24 Kalimantan Utara 20 2 7 45.0

25 Sulawesi Utara 20 1 10 55.0

26 Sulawesi Tengah 20 0 10 50.0

27 Sulawesi Selatan 20 3 12 75.0

28 Sulawesi Tenggara 20 1 10 55.0

29 Gorontalo 30 5 20 83.3

30 Sulawesi Barat 40 3 17 8 70.0

31 Maluku 30 3 8 36.7

32 Maluku Utara 20 6 7 65.0

33 Papua 220 16 16 14.5

34 Papua Barat 51 5 23 54.9

1600 250 685 11 59.1

No Provinsi Desa 

Stunting

Kampung KB yang ada di desa Presentase 

Capaian

Jumlah
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Saat ini jumlah Kampung KB menurut cakupan wilayah sebagai berikut:

Gambar 3.

Persentase Kampung KB menurut Cakupan Wilayah

16

16

68

RW Dusun Desa

Desa merupakan satuan operasional 
Kampung KB diharapkan dapat 

mempercepat capaian visi misi Pemerintah 
Desa dan Lurah sehingga berdampak 

langsung pada percepatan pembangunan 
wilayah

Sebagian besar Kampung KB telah 

bergerak di desa, kelurahan atau 

setingkatnya. Namun jika 

memperhatikan berdasarkan 

sebaran provinsi, masih ada provinsi 

yang cakupan operasionalnya 

banyak pada tingkat dusun dan RW, 

seperti Nusa Tenggara Barat Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan DI. 

Yogyakarta. Berikut persentase 

Kampung KB menurut cakupan 

wilayah operasional.
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PERSENTASE KAMPUNG KB MENURUT CAKUPAN WILAYAH

RW Dusun Desa

Enam Puluh 

Delapan persen 

Kampung KB 

memiliki cakupan 

operasional di 

tingkat desa atau 

setara 

sebagaimana 

yang 

dimandatkan 

Presiden Jokowi 

dalam Nawacita. 

Bagi Kampung KB 

yang cakupan 

operasionalnya 

masih di tingkat 

RW/dusun agar 

berproses 

mengembangkan 

di tingkat desa, 

sebagaimana 

yang 

dimandatkan. 
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B. Pokja sebagai Penggerak di Kampung KB
Pemilihan pokja yang perpengaruh dan mampu mempengaruhi 
merupakan salah satu kunci kemudahan dalam penggerakan di 
Kampung KB. Berikut diagram kampung KB menurut kepemilikan 
pokja:

Gambar 4.

Persentase Kampung KB menurut Kepemilikan Pokja

62
8

31

Ada Tidak Belum Isi

Dari 15.441 Kampung KB, 62 persen telah memiliki pokja, 8 persen 
yang belum memiliki pokja, dan 31 persen Kampung KB belum 
mengisi informasi kepemilikan pokja, berikut sebaran menurut 
provinsi:

TARGET: 65%

Memperhatikan 

kondisi di samping, 

perlu upaya 

percepatan untuk 

pemenuhan 

kepemilikan pokja, 

mengingat mereka 

merupakan 

penggerak 

program. Tidak 

hanya memiliki, 

target berikutnya 

adalah 

meningkatkan 

jumlah pokja yang 

aktif, yaitu pokja 

yang memiliki dan 

melaksanakan 

rencana kerja 

setiap bulan.  
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahap awal perlu 
pendampingan dan pembinaan oleh Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB/ 
PPKBD secara intensif dan OPD bidang KB maupun BKKBN secara berkala. 
Sebagai pembekalan kepada pokja telah dilaksanakan berbagai bentuk 
sosialisasi, workshop, dan pelatihan bagi pokja dan pengelola di tingkat 
kampung. 

Seluruh Pokja Kampung 
KB Percontohan telah 
diberikan pengetahuan 
dan keterampilan untuk 
pengelolaan Kampung 
KB (dari perencanaan 
s.d monitoring dan 
evaluasi) serta diberi 
pengayaan materi 
pelayanan prima ketika 
menerima tamu yang 
hendak menimba ilmu 
di Kampung KB 
tersebut. 

Penyebarluasan materi bagi pokja Kampung KB lainnya, dapat dilaksanakan 
oleh OPD bidang KB kabupaten dan kota, PKB Pembina Kampung KB 
Percontohan dalam pertemuan staff meeting, serta pokja Kampung KB pada 
saat kunjungan dari Kampung KB lainnya.

C. Kontribusi Kampung KB

Mengamati laporan pada website Kampung KB, tampak ada peningkatan 
capaian program KKBPK di Kampung KB. Berikut disajikan data capaian 
dari masing-masing program.

1) Kontribusi Kampung KB terhadap capaian Program Kependudukan

Terdapat kenaikan jumlah Rumah Dataku sebanyak 24 persen

antara bulan April 2018 dengan Desember 2019.

7
3125

38
68

31

2018 2019

Persentase Kampung KB Menurut Kepemilikan 

Rumah Data 

ada tidak ada Belum Isi

Jumlah Kampung KB yang memiliki Rumah Data saat ini sebanyak 4.776 
Kampung KB atau sebesar 31 persen. Jumlah ini telah melebihi target 
Kontrak Kinerja Provinsi Bidang Kependudukan yaitu sebesar 22 persen.  
Inisiatif PKB membentuk Rumah Data cukup besar karena mereka dapat 
memanfaatkan output Rumah Data untuk membuat Rencana Kerja 
Masyarakat (RKM) sesuai dengan kebutuhan dan masalah kampung. 
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Memperhatikan 

semangat daerah 

membentuk Rumah 

Data, maka 

semangat yang 

sama perlu 

diberikan untuk 

membekali 

pengurus terkait 

tata kelola dan 

perangkat kerja 

Rumah Data. 

Berdasarkan grafik 

di samping, 

terdapat 16 provinsi 

yang belum 

mencapai target 

pembentukan 

Rumah Data di 

Kampung KB. 

2) Kontribusi Kampung KB terhadap capaian Program Keluarga Berencana

Terdapat kenaikan kesertaan KB sebanyak 4 persen Pasangan Usia 

Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi antara bulan April 2018 

dengan Desember 2019.

55 59

45 41

2018 2019

Kesertaan KB di Kampung KB*

Peserta KB Non Peserta

Secara provinsi akan kami tampilkan sebaran kesertaan KB, 
dengan keterbatasan data. Terlebih dahulu disajikan 
persentase Kampung KB  yang mengisi laporan 
perkembangan program. 

3231



Grafik Persentase Kesertaan KB terhadap Jumlah PUS diolah dari seluruh 

Kampung KB yang telah mengisi laporan capaian Program KKBPK. Dari 

39 persen Kampung KB yang mengisi laporan perkembangan program, 

diketahui bahwa 59 persen PUS telah menggunakan kontrasepsi, 17 

persen diantara menggunakan MKJP dan 42 persen masih menggunakan 

kontrasepsi jangka pendek. Masih terdapat 41 persen lainnya belum 

menggunakan kontrasepsi, maka diperlukan strategi khusus Bidang 

KBKR dan Bidang ADPIN untuk meningkatkan kesertaan MKJP, 

menurunkan drop out dan unmet need.

3. Kontribusi Kampung KB terhadap capaian Program Pembangunan 
Keluarga

Terdapat kenaikan jumlah kelompok kegiatan antara bulan April 2018 
dengan Desember 2019. Memperhatikan grafik di bawah, peningkatan 
yang paling banyak adalah kelompok BKB yaitu sebesar 35 persen.

22
19 20

17
14

57
51 53

43

33

BKB BKR BKL UPPKS PIK R

Persentase Kampung KB menurut Kepemilikan 
Poktan

2018 2019

Berikut adalah sebaran menurut masing-masing poktan sampai 

dengan Desember 2019.
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NO PROVINSI BKB BKR BKL UPPKS PIK R

1 ACEH 30 27 27 22 13

2 SUMATERA UTARA 60 59 59 32 28

3 SUMATERA BARAT 62 54 56 50 33

4 RIAU 61 60 61 49 27

5 JAMBI 90 84 86 69 60

6 SUMATERA SELATAN 65 61 64 57 41

7 BENGKULU 43 42 42 40 37

8 LAMPUNG 45 44 44 44 27

9 BANGKA BELITUNG 85 70 74 73 43

10 KEPULAUAN RIAU 54 34 44 28 17

11 DKI JAKARTA 93 78 90 87 69

12 JAWA BARAT 37 35 35 28 25

13 JAWA TENGAH 76 68 73 68 47

14 DI YOGYAKARTA 93 87 91 86 75

15 JAWA TIMUR 81 69 73 62 53

16 BANTEN 44 37 37 30 25

17 BALI 99 81 88 81 52

18 NUSA TENGGARA BARAT 73 68 70 54 48

19 NUSA TENGGARA TIMUR 30 20 23 13 12

20 KALIMANTAN BARAT 48 44 47 34 28

21 KALIMANTAN TENGAH 41 27 34 24 13

22 KALIMANTAN SELATAN 66 55 58 54 40

23 KALIMANTAN TIMUR 55 43 49 46 25

24 KALIMANTAN UTARA 32 19 22 19 14

25 SULAWESI UTARA 25 22 24 20 18

26 SULAWESI TENGAH 32 29 31 25 16

27 SULAWESI SELATAN 57 55 56 49 31

28 SULAWESI TENGGARA 92 88 82 58 40

29 GORONTALO 97 96 94 50 45

30 SULAWESI BARAT 80 67 68 59 50

31 MALUKU 57 56 55 48 41

32 MALUKU UTARA 81 70 68 23 24

33 PAPUA 3 3 3 3 4

34 PAPUA BARAT 29 28 28 20 14

INDONESIA 57 51 53 43 33

PERSENTASE KAMPUNG KB MENURUT KEPEMILIKAN POKTAN

Berdasarkan 

tabel di 

samping, 5 

provinsi dengan 

perkembangan 

jumlah poktan 

terbawah adalah 

Papua, Sulawesi 

Utara, Papua 

Barat, Nusa 

Tenggara Timur 

dan Aceh. 

Grafik Partisipasi Keluarga Dalam Kegiatan Poktan diolah dari seluruh 

Kampung KB yang telah mengisi laporan capaian Program KKBPK. 

Berikut tabel grafik keterisian laporan capaian Program KKBPK menurut 

provinsi:
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PERSENTASE KAMPUNG KB YANG MENGISI LAPORAN 
PARTISIPASI

Isi Belum Isi

Dari 39 persen 
Kampung KB yang 
mengisi laporan 
perkembangan 
program, hanya 9 
persen keluarga yang 
mengikuti kegiatan di 
UPPKS, 12 persen 
remaja yang mengikuti 
PIK R berbasisi 
masyarakat, 24 persen 
keluarga yang memiliki 
remaja mengikuti BKR, 
33 persen keluarga 
lansia dan lansia yang 
mengikuti BKL, serta 40 
persen keluarga yang 
memiliki balita 
mengikuti BKB. 
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BKB BKR BKL UPPKS PIK R

Partisipasi Sasaran dalam Kegiatan Poktan*

2018 2019

Catatan*: data diolah dari 39 persen Kampung KB yang telah mengisi laporan 
capaian Program KKBPK di website Kampung KB.

Tampak ada kenaikan di setiap poktan antara bulan April 2018 

dengan Desember 2019. Namun peningkatan partisipasi sasaran 

tidak sebanding dengan peningkatan jumlah poktan. Peningkatan 

partisipasi kelompok sasaran masih perlu diupayakan, terutama 

partisipasi pada kelompok UPPKS dan PIK R berbasis masyarakat 

sebagai salah satu wadah untuk mempercepat peningkatan 

kesejahteraan keluarga.

Berikut partisipasi sasaran dalam kegiatan poktan menurut

provinsi:

NO PROVINSI BKB BKR BKL UPPKS PIK R

1 ACEH 55 37 50 13 20

2 SUMATERA UTARA 29 21 29 12 8

3 SUMATERA BARAT 57 29 37 10 11

4 RIAU 43 41 35 8 12

5 JAMBI 46 32 47 12 17

6 SUMATERA SELATAN 42 28 45 12 14

7 BENGKULU 49 37 52 10 16

8 LAMPUNG 51 33 35 9 14

9 BANGKA BELITUNG 33 15 22 2 9

10 KEPULAUAN RIAU 49 29 38 6 16

11 DKI JAKARTA 16 9 16 4 5

12 JAWA BARAT 61 43 50 13 23

13 JAWA TENGAH 53 36 43 12 18

14 DI YOGYAKARTA 74 30 34 19 24

15 JAWA TIMUR 55 31 37 14 22

16 BANTEN 39 10 14 3 4

17 BALI 71 28 30 11 10

18 NUSA TENGGARA BARAT 44 30 36 9 16

19 NUSA TENGGARA TIMUR 38 29 36 9 16

20 KALIMANTAN BARAT 28 14 23 2 5

21 KALIMANTAN TENGAH 49 22 38 5 9

22 KALIMANTAN SELATAN 31 16 28 9 10

23 KALIMANTAN TIMUR 43 26 42 15 13

24 KALIMANTAN UTARA 58 32 43 5 14

25 SULAWESI UTARA 47 41 55 12 21

26 SULAWESI TENGAH 67 46 65 12 29

27 SULAWESI SELATAN 45 27 32 6 10

28 SULAWESI TENGGARA 50 38 44 7 21

29 GORONTALO 51 38 50 10 19

30 SULAWESI BARAT 30 18 23 6 7

31 MALUKU 36 17 28 6 10

32 MALUKU UTARA 72 71 56 48 52

33 PAPUA 32 11 38 3 5

34 PAPUA BARAT 85 87 76 10 28

INDONESIA 40 24 33 9 12

ANGKA PERTISIPASI PESERTA POKTAN

Tabel di samping 

tidak 

menggambarkan 

partisipasi di 

provinsi, melainkan 

gambaran kesertaan 

bagi kampung KB 

yang mengisi 

laporan partisipasi 

kelompok sasaran. 

Misalnya Maluku 

Utara, dari 17 

persen Kampung KB 

yang mengisi 

laporan 

perkembangan 

program, 48 persen 

keluarga yang 

mengikuti kegiatan 

UPPKS.
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4) Pelaksanaan Program Lintas Sektor

Konsep pembangunan terintegrasi telah membuahkan hasil bagi 
Kampung KB. Sebaliknya Kampung KB juga menjadi wadah bagi lintas 
sektor untuk mengimplementasikan target mereka bagi kesejahteraan 
masyarakat. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di 
Kampung KB.

Berdasarkan laporan diketahui bahwa Kampung KB bergerak berkat 
keterlibatan banyak pihak yang secara bersama-sama membangun 
masyarakat dari daerah dan desa-desa. Berdasarkan laporan 
intervensi kegiatan, selain BKKBN dan OPDKB, sektor lain yang paling 
aktif dalam intervensi kegiatan adalah Dinas kesehatan, Puskesmas 
dan Rumah Sakit (83 Persen), Dinas Pertanian (22 Persen), Dinas PP 
dan PA (19 Persen),  TNI-Polri (18 Persen), Dinas Pendidikan (17 
Persen), Dinas PMD (16 Persen), dst. 

Data juga mengungkapkan peran pemerintah desa dan komponen 
masyarakat seperti, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Pengajian serta 
Tenaga sosial (PKH) di tingkat desa sangat tinggi sebesar 83 Persen. 
Data tersebut menunjukan bahwa Kampung KB sebagai kegiatan 
pemberdayaan masyarakat juga cukup berhasil. 
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D. Kampung KB Percontohan

Kampung KB 
Percontohan yang 
diharapkan dapat 
dijadikan 
laboratorium 
serta pusat 
pembelajaran 
untuk melihat 
pengelolaan 
program KKBPK 
yang terintegrasi 
dengan program 
pembangunan 
lainnya dalam 
upaya mencapai 
Indonesia 
berkualitas. 

Sampai dengan 
Desember 2019 
total kabupaten 
dan kota yang 
memiliki 
Kampung KB 
Percontohan 
sebanyak 475, 
yaitu:

NO. PROVINSI KAB KOTA TARGET CAPAIAN PERSENTASE

1 ACEH 18 5 23 23 100.0

2 SUMATERA UTARA 25 8 33 33 100.0

3 SUMATERA BARAT 12 7 19 19 100.0

4 RIAU 10 2 12 12 100.0

5 JAMBI 9 2 11 11 100.0

6 SUMATERA SELATAN 13 4 17 17 100.0

7 BENGKULU 9 1 10 10 100.0

8 LAMPUNG 13 2 15 15 100.0

9 KEP. BANGKA BELITUNG 6 1 7 7 100.0

10 KEPULAUAN RIAU 5 2 7 7 100.0

11 DKI JAKARTA 1 5 6 6 100.0

12 JAWA BARAT 18 9 27 27 100.0

13 JAWA TENGAH 29 6 35 35 100.0

14 DI YOGYAKARTA 4 1 5 5 100.0

15 JAWA TIMUR 29 9 38 38 100.0

16 BANTEN 4 4 8 8 100.0

17 BALI 8 1 9 9 100.0

18 NUSA TENGGARA BARAT 8 2 10 10 100.0

19 NUSA TENGGARA TIMUR 21 1 22 22 100.0

20 KALIMANTAN BARAT 12 2 14 14 100.0

21 KALIMANTAN TENGAH 13 1 14 14 100.0

22 KALIMANTAN SELATAN 11 2 13 13 100.0

23 KALIMANTAN TIMUR 7 3 10 10 100.0

24 KALIMANTAN UTARA 4 1 5 4 80.0

25 SULAWESI UTARA 11 4 15 15 100.0

26 SULAWESI TENGAH 12 1 13 13 100.0

27 SULAWESI SELATAN 21 3 24 24 100.0

28 SULAWESI TENGGARA 15 2 17 17 100.0

29 GORONTALO 5 1 6 6 100.0

30 SULAWESI BARAT 6 0 6 6 100.0

31 MALUKU 9 2 11 11 100.0

32 MALUKU UTARA 8 2 10 10 100.0

33 PAPUA 28 1 29 3 10.3

34 PAPUA BARAT 12 1 13 1 7.7

416 98 514 475 92.4INDONESIA

REKAP KAMPUNG KB PERCONTOHAN

SD. DESEMBER 2019

Sembilan Puluh Dua Persen kabupaten dan kota telah memiliki 

Kampung KB Percontohan, tidak tercapainya target Kalimantan Utara 

dan Papua Barat disebabkan kabupaten dan kota menentukan 

Kampung KB Percontohan tidak memenuhi prasyarat pembentukan, 

yaitu belum terlapor dalam website Kampung KB. Sedangkan Provinsi 

Papua hanya mengajukan tiga Kampung KB, sebagai Kampung KB 

Percontohan kabupaten dan kota.

Berikut kami sampaikan link Kampung KB Percontohan Provinsi.
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E. Capaian Peta Jalan Penguatan Kampung KB
Pasca era 
pembentukan 
(2016 - 2018), tahun 
2019 merupakan 
tahun awal 
penyusunan target 
dari lintas 
komponen untuk 
mengisi dan 
meningkatkan 
kualitas  kampung 
KB. Komitmen 
lintas kedeputian 
diwujudkan dalam 
Peta Jalan 
Pengembangan 
dan Penguatan 
Program KKBPK 
dengan Lintas 
Sektor di Kampung 
KB 2019 - 2022. 
Berdasarkan 
pengamatan 
melalui website, 
pencapaian 
terhadap masing-
masing target 
sebagai berikut:

No Indikator Target Des 2019 Capaian    

(%)        

Penanggung 

Jawab

1 Persentase Kampung KB yang memiliki 

Rumah Dataku

22% 31% 141 Ditdamduk

2 Persentase Kampung yang memiliki Pojok 

Kependudukan terintegrasi dengan Rumah 

Dataku

1 Pojok 

Kependudukan 

Ditpenduk

3 Persentase PUS di Kampung KB yang 

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka 

Panjang*

18% 17% 93 Ditjalpem

4 Persentase Kampung KB yang tersedia 

materi kesehatan reproduksi

10% Ditkespro

5 Partisipasi keluarga dalam kegiatan UPPKS 

di Kampung KB*

15% 9% 60 Ditpemkon

6 Pembentukan Kelompok BKB di Kampung 

KB

100% 57% 57 Ditbalnak

7 Partisipasi keluarga yang memiliki balita ikut 

BKB di Kampung KB*

100% 40% 40 Ditbalnak

8 Pembentukan BKR di Kampung KB 47% 51% 109 Dithanrem

9 Partisipasi keluarga ikut BKR di Kampung 

KB*

32.50% 24% 74 Dithanrem

10 Pembentukan PIK Remaja di Kampung KB 39% 33% 85 Dithanrem

11 Partisipasi Remaja ikut PIK Remaja di 

Kampung KB*

23.30% 12% 52 Dithanrem

12 Pembentukan BKL di Kampung KB 30% 53% 177 Dithanlan

13 Partisipasi Keluarga ikut BKL di Kampung 

KB*

29.50% 33% 112 Dithanlan

14 Jumlah Kampung KB Percontohan 514 475 92 Ditbinlap

15 Persentase Kampung KB yang memiliki 

Pokja Kampung KB

65% 62% 95 Ditbinlap

16 Persentase KK terdata dalam pendataan 

keluarga di Kampung KB

100% 90% 90 Ditlaptik

17 Jumlah mitra kerja yang terlibat dalam 

Kampung KB

Seluruh 

Kampung KB 

telah 

terintegrasi 

dengan 2 lintas 

sektor

44% 44 Ditbinhub

REKAP CAPAIAN PETA JALAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKBPK DAN

PENGUATAN PROGRAM KKBPK DENGAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB

4443

Secara rinci capaian per provinsi akan disampaikan secara 
terlampir. 

Memperhatikan tabel di atas, secara umum tampak lebih mudah 
mencapai target pembentukan dibanding dengan mencapai target 
yang bersifat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi 
yang dilakukan secara bersama-masa dengan Kepala Perwakilan 
BKKBN tidak tercapainya beberapa target disebabkan:
1. Target yang tertuang dalam tabel peta jalan di atas, tidak 

tertuang dalam Renstra dan KKP masing-masing komponen 
dan provinsi;

2. Belum terlapor dalam website, karena terbatasnya jumlah dan 
kapasitas pembinaan pengelolaan Kampung KB di sebagian 
kab/kota ke bawah; 

3. Kurang optimalnya pemanfaatan BOKB untuk pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kampung 
KB;

4. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
perkembangan Kampung;

5. Kurang disiplin dengan rencana tindak lanjut pasca monitoring 
dan evaluasi;

6. Masih ada stakeholder dan mitra yang beranggapan bahwa 
Kampung KB hanya akan berdampak pada capaian program 
BKKBN saja.



Setiap provinsi mengalami masalah yang kurang 
lebih sama dengan yang disampaikan pada bagian 
sebelumnya, namun implementasi pengelolaan 
Kampung KB di lapangan sangat bervariasi, sangat 
tergantung kepada kreativitas Pengelola di 
berbagai tingkatan dalam menginterpretasikan 
pedoman dan kebijakan. Sehingga perkembangan 
Kampung KB setiap provinsi juga berbeda-beda. 

BAB IV
PEMBELAJARAN LAPANGAN

Kampung KB Tulip, salah satu Kampung yang  Juara Lomba Gapura Asian Games 2018
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Pada kesempatan kali ini, akan disampaikan beberapa kreativitas dan hal 
baik yang berhasil kami pantau dan catat sebagai pembelajaran.

1. Penerbitan dan implementasi regulasi 
a) Menerbitkan Instruksi Gubernur;
b) Koordinasi intensif dengan lintas sektor yang terlibat dalam 

Pokja Tingkat Provinsi serta mitra potensial, seperti Biro Kesra, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bappeda; 

c) Umpan balik secara berkala dalam forum provinsi, ( Jawa Timur);
d) Terintegrasi dengan yang telah ada, misal RPTRA, (DKI Jakarta);
e) Menetapkan Kampung KB sebagai indikator dalam pemberian 

penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan Program KKBPK
oleh Gubernur untuk kabupaten dan kota dalam rangka HUT 
Provinsi (Kalimantan Timur);

2. Kemitraan
a. Menjadikan DP3AP2KB Provinsi sebagai mitra harmonis dalam 

mengisi berbagai ketimpangan pengelolaan Program KKBPK,
khususnya di Kampung KB. Misalnya pelatihan pokja Kampung KB 
yang belum terlatih oleh Perwakilan Provinsi, ( Jawa Tengah);

b. Membuat Pemetaan Kampung KB berdasarkan potensi 
wilayah, dan melakukan pendekatan dengan lintas sektor 
terkait sebagai pembina untuk pengembangan Kampung. (Bali);

c. Mengadvokasi Kepala Desa dan Lurah, bahwa Kampung KB 
merupakan percepatan pembangunan dan status desa dan 
kelurahan;

d. Menggalang kerjasama dengan pihak swasta.  
e. Mengintegrasikan dengan Program Pembangunan yang lain, 

salah satunya dengan menguatkan program SW2KSS dengan 
Program Kampung KB (Banten)

3. Sistem manajemen kerja PKB
a. Menata penempatan PKB sebagai pengelola Kampung KB, 

sehingga pada tahun 2020 seluruh Kampung KB memiliki 
pendamping (Kalimantan Timur); 

b. Menjadikan target kerja PKB, (Bangka Belitung);
c. Memberikan sistem reward, misalnya hadir dalam acara 

Harganas, menjadi nara sumber pada pertemuan tingkat 
provinsi, (Bali);

d. Laporan Kampung KB sebagai salah satu indikator 
penimbang penilaian SKP PKB pengelola Kampung KB, (Jawa 
Tengah);

e. Menggerakkan IMP, melakukan pembinaan kepada IMP secara 
berjenjang dan periodik sehingga program Kampung KB mampu 
terlaksana dengan baik (Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten);

f. Meminta PKB menemukan Tokoh Kunci sebagai penggerak di 
Kampung KB.

4. Optimalisasi DAK BOKB
a) Penyusunan  Rencana Kerja Masyarakat sebagai dasar 

pengajuan kegiatan untuk optimalisasi pemanfaatan 
BOKB sesuai dengan kebutuhan Kampung KB, (Jawa 
Tengah);

b) Penggunaan LPSE untuk mengoptimalkan dukungan dana 
Konsumsi yang ada di DAK BOKB sehingga memudahkan 
pengadministrasian dan dapat mendukung media promosi 
Program KKBPK dengan menyusun spesifikasi yang sesuai 
(OPD bidang KB Kabupaten Klaten, Jawa Tengah);
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Dalam bagian pembelajaran dari lapangan ini, kami yakin masih 
banyak hal baik dari masing-masinng pengelola yang belum 
tercatat dan terpantau. Berharap pada kesempatan lain dapat 
saling berbagi hal positif dan menginpirasi bagi pengelolaan 
Kampung KB.

5. Monitoring dan evaluasi

a. Membahas kasus-kasus perkembangan program 
KKBPK di Kampung KB berdasarkan website ataupun 
temuan hasil monitoring Kampung KB dalam Radalgram
provinsi (Jawa Tengah);

b. Melakukan monitoring setiap bulan terkait 
perkembangan Kampung KB Percontohan provinsi, 
kabupaten dan kota dengan format dan indikator 
penilaian Kampung KB Percontohan rekomendasi nasional 
( Jawa Tengah);

c. Umpan balik tertulis secara berkala kepada OPDKB 
kab/kota dengan ditembuskan kepada Kepala Daerah, 
(Jawa Timur);

d. Monitoring dan pembinaan langsung ke seluruh 
Kampung KB (Bangka Belitung);

e. Membuat forum komunikasi online melalui grup whatsapp 
yang bertujuan memonitor perkembangan Kampung KB 
dan pengisian laporan via website kepada PKB dan 
penanggung jawab tingkat kabupaten dan kota, (Bali);

f. Monitoring terpadu dengan lintas sektor, ( Jawa Tengah, 
DKI Jakarta). 
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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Kampung KB merupakan salah 
satu strategi untuk percepatan 
capaian program KKBPK dan 
program pembangunan lainnya 
sebagai wujud kehadiran 
pemerintah dalam rangka 
peningkatan kualitas manusia. 
Kondisi pengelolaan dan capaian 
Kampung KB saat ini sebagai 
berikut: 
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Memperhatikan kondisi kampung KB yang telah dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat, selalu ada lima hal yang harus 
ada di Kampung KB dalam rangka mencapai peningkatan 
kualitas manusia, adalah:

1. Dukungan dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
penduduk melalui Kampung KB sudah baik, dibuktikan dengan 
terbitnya regulasi dari lintas sektor dan pemerintah daerah yang 
berdampak pada anggaran di Kampung KB. Namun regulasi dan 
anggaran belum termanfaatkan secara optimal;

2. Integrasi kegiatan di kampung KB sudah berjalan cukup baik. Ada 
kesadaran bersama dari berbagai pihak untuk membangun 
masyarakat dan wilayah berdasarkan tugas dan fungsi masing-
masing pihak;

3. Kampung KB secara nyata berkontribusi dalam peningkatan 
capaian Program KKBPK, meski perlu penguatan dan pengukuhan 
dalam dokumen resmi perencanaan;

4. Keberhasilan Kampung KB sangat dipengaruhi keberadaan PKB 
sebagai pendamping, fasilitator dan pelapor perkembangan 
Kampung KB. Saat ini baru 56 persen Kampung KB yang memiliki 
PKB sebagai pendamping;

5. Terdapat pertumbuhan pembangunan di desa/kelurahan yang 
ditunjuk sebagai Kampung KB;

6. Masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan dunia usaha 
untuk memfasilitasi kebutuhan mereka.
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Setiap kegiatan, dilakukan secara 
bersama-sama, melibatkan 
masyarakat

Pembangunan jalan usaha tani, 
pembangunan embung desa, 
pembuatan posyandu, rumah layak 
huni, jalan, dst

kelompok kegiatan yang ditujukan 
untuk internalisasi 8 fungsi keluarga 
dalam rangka pemberdayaan dan 
peningkatan ketahanan keluarga

Pusat data, sebagai dasar 
perencanaan kegiatan yang 

berorientasi pada pengentasan 
masalah

LAYANAN DASAR
layanan untuk kesehatan, pendidikan, 

sosial, administrasi kependudukan, 
ketenteraman, ketertiban umum, dan 

pelindungan masyarakat
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1. BKKBN

• Memperkuat tekad dan semangat seluruh komponen untuk 
bergerak di Kampung KB, dan dituangkan dalam dokumen 
perencanan; 

• Mengadvokasi stakeholder untuk optimalisasi pemanfaatan 
regulasi pengembangan program KKBPK di lini pangan dan 
Kampung KB;

• Membina kemitraan dengan berbagai pihak; 

• Menjadikan Kampung KB sebagai area utama PKB/PLKB dan 
membuatkan mekanisme operasionalnya;

• Memperbaiki menu yang ada di DAK BOKB Kampung KB sehingga 
pelaksanaannya lebih Optimal;

• Menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 
Kota untuk melakukan penguatan Program Kampung KB dan 
pengawasan berjenjang . 

• Memonitor dan memberi umpan balik perkembangan Kampung KB 
secara berkala.

B. Rekomendasi

Memperhatikan kondisi Kampung KB dan Pembelajaran 
Lapangan, beberapa hal yang perlu dicatat untuk ditindaklanjuti 
adalah:
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Kepala BKKBN Memberikan Bantuan 
Kepada Masyarakat Kampung KB, Papua 



2. Kementerian Koordinator Bidang Pemangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK)
a. Bersama-sama dengan BKKBN mendorong lahirnya berbagai 

produk hukum tentang optimalisasi Kampung KB;
b. Memberikan izin penerbitan Pedoman Integrasi Kampung KB yang 

telah disusun secara bersama-sama dengan lintas sektor;
c. Mengayomi dan memotivasi berbagai lintas sektor untuk turut serta 

dalam upaya menyejahterakan masyarakat di Kampung KB.
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